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ABSTRAK 

 
 

Tesis ini berjudul “Problematik Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas 
Keuangan Ilegal Dalam Pencegahan Terhadap Investasi Ilegal”. Tesis ini bertujuan 
mengetahui dan mengkaji keselarasan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 
1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin 
dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, kemudian melihat apakah KDK 
mempunyai daya mengikat terhadap investasi ilegal dan mengetaui faktor apa yang 
menjadi hambatan Satgas PASTI dalam Pencegahan terhadap investasi ilegal. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber datanya adalah data 
sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis 
menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran 
Satgas PASTI selaras dengan prinsip utilitarianisme karena memberikan 
perlindungan terhadap risiko keuangan yang lebih besar serta berkontribusi pada 
stabilitas sistem keuangan. KDK mengikat entitas investasi ilegal hanya terbatas 
pada tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas PASTI dengan koordinasi lintas 
lembaga melalui fungsi pencegahan dan penanganan di wilayah hukum Negara 
Indonesia. Secara yuridis yang menjadi hambatan bagi Satgas PASTI adalah 
keterbatasan hukum dalam pengembalian dana korban dan kesulitan menindak 
entitas investasi ilegal yang kebanyakan berada di luar negeri. 

 
 

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Pencegahan, Teori Kemanfaatan, Satgas PASTI. 
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ABSTRACT 

 
 

The thesis titled "Legal Issues Concerning the Satuan Tugas Pemberantasan 
Aktivitas Keuangan Ilegal in the Prevention of Unlawful Investment Activities " 
aims to examine the alignment of OJK Commissioner's Decision No. 
1/KDK.08/2023 regarding the Task Force for Handling Unlicensed Business 
Activities with Jeremy Bentham's theory of utility. It also explores whether KDK 
has binding authority over illegal investments and identifies the factors hindering 
the Task Force in preventing illegal investments. This study adopts a normative 
legal research approach with a focus on legislation and conceptual analysis. The 
data sources consist of primary legal materials and secondary legal sources, 
analyzed using legal analysis methods. The research findings indicate that the 
presence of the Task Force aligns with utilitarian principles by providing protection 
against greater financial risks and contributing to financial system stability. KDK 
binds illegal investment entities only concerning actions within the Task Force's 
jurisdiction, coordinated across agencies through prevention and handling 
functions within Indonesia's legal jurisdiction. Juridically, obstacles for the Task 
Force include legal limitations in recovering victims' funds and difficulties in 
addressing illegal investment entities located abroad. 
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